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Dalam kebanyakan buku teks ilmu hubungan internasional hampir
tidak ada yang menyimpang dari ‘playing it safe' atau bermain di
wilayah aman, dengan memberikan penjelasan-penjelasan dalam teori-
teori dasar yang sudah mapan. ‘Great breakout’ dari buku ini terletak
pada bagian keduanya yang menawarkan proposal pemahaman baru
yang cukup radikal dalam cara memandang dunia. Buku ini bersifat
'safe’ sekaligus 'unsafe' secara intelektual, dan keduanya dipaparkan
secara cerdas dengan cara yang dapat dinikmati oleh mahasiswa dalam
mempelajari apa 1itu Hubungan Internasional (HI), dan apa saja yang
terjadi di dalamnya. Sebuah buku yang indah yang isinya bagi para ahli
hubungan internasional ‘'lama’ kadang-kadang butuh keberanian untuk
mendiskusikannya.

(Stephen Chan OBE, Professor of World Politics, School of Oriental &
African Studies, University of London)

Volume yang kaya ide ini menawarkan pengantar yang sangat mudah
dipahami dan jangkauan yang luas dalam bidang teori Hubungan
Internasional. Pembahasan kerangka inti teoritik dimulai dari realisme
'mainstream' dan liberalisme sampai ke teori-teori yang tidak lazim
serta geografi kritis. Dengan menempatkan masing-masing teori ke
dalam konteks, dan dengan memberikan banyak contoh yang mudah
dipahami, buku ini menyediakan 'one-stop shopping' untuk berbagai
kerangka kerja dan konsep teoritis, sambil memberikan perhatian
khusus pada perspektif non-Barat. An excellent place to start!

(Mette Eilstrup-Sangiovanni, IR Dept. Cambridge University)

Ini buku yang luar biasa, menawarkan sederet topik-topik kajian yang
komprehensif, dan disajikan secara imajinatif yang mudah dipahami
kedalamannya. Besar harapan agar buku ini dapat menjadi wacana
global. Buku yang berisi serangkaian teori hubungan internasional
yang sangat cemerlang.

(Peter Vale, Professor of Humanities, University of Johannesburg;
Professor of Public Policy and Global Affairs, Nanyang Technological
University and Nelson Mandela Professor of Politics Emeritus, Rhodes
University)
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MEMAHAMI TEORI HUBUNGAN INTERNASIONAL

Stephen McGlinchey, Rosie Walters & Dana Gold

Sebelum kita mulai, ada satu catatan yang sangat penting. Anda
mungkin memperhatikan bahwa beberapa teori hubungan internasional
(HI) yang diperkenalkan di sini memiliki kesamaaan nama atau penyebutan
dengan teori-teori pada disiplin ilmu yang lain. Penyebutan itu mungkin
terkait dengan teori-teori pada disiplin tertentu (maksudnya, selain Hl),
atau mungkin juga tidak terkait sama sekali. Ini terkadang
membingungkan, misalnya, realisme pada HI tidak sama dengan
pemahaman aliran realisme dalam bidang seni. Demikian pula, Anda
mungkin mendengar kata 'liberal’ yang digunakan untuk menggambarkan
pandangan pribadi seseorang, tetapi dalam HI, arti liberalisme menjadi
sesuatu yang sangat berbeda. Untuk menghindari kebingungan, catatan ini
akan berfungsi sebagai peringatan bahwa dalam buku ini, kita merujuk
pada teori-teori yang bersangkutan dengan pemaknaan sebagaimana yang
telah dikembangkan dalam disiplin ilmu HI. Jika ada pengecualian makna,
maka itu akan dinyatakan secara jelas untuk menghindari kebingungan dan
kesalah-pahaman pembaca.

Pengantar Singkat Teori Hubungan Internasional (THI)

Dengan berkembangnya teori hubungan internasional (THI) yang
telah tumbuh sedemikian kompleks, rumpun-rumpun THI yang ditawarkan
oleh para ilmuwan pun menjadi sedemikian banyak jumlahnya. Tentu, ini
menjadi tantangan tersendiri bagi 'new comers' dalam mempelajari teori
HI. Untuk memahami perkembangan yang demikian, pengantar ini cukup
memberi Anda kepercayaan diri untuk memasuki belantara teori itu. Untuk
memulai, bagian ini akan secara singkat memperkenalkan teori HI melalui
tiga pembagian spektrum yakni teori HI tradisional atau traditional
theories, teori jalan tengah atau middle ground theories, dan teori kritis atau
critical theories. Ketika Anda membaca lebih jauh ke dalam buku ini,
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Anda, sebagai 'new comers' tentunya, sebaiknya tetap berpegangan pada 3
(tiga) pengelompokkan sederhana ini. Hal ini sangat berguna sebagai
perangkat untuk kembali ke pemahaman dasar, jika Anda bingung
memahami koordinat atau posisi dari teori-teori yang dipaparkan lebih
lanjut.

Teori-teori terus bermunculan dan bersaing satu sama lain. Ini bisa
menjadi disorientasi pemikiran. Segera setelah anda berpikir bahwa anda
telah meletakkan kaki secara akurat dan kokoh pada salah satu pendekatan
teoretis, maka, teori yang lain akan segera muncul menggoda pikiran anda.
Karena itu, bagian ini akan berfungsi, baik sebagai pemberi arah sekaligus
peringatan bahwa kompleksitas akan terjadi dan menantang anda dalam
kajian ini. Meskipun buku ini menyajikan THI dengan cara yang sangat
sederhana dan mendasar, kompleksitas tetap tidak bisa dihindari. Teori HI
membutuhkan perhatian penuh anda, dan anda harus bekerja keras dan
bersiap menghadapi turbulensi pemahaman dalam pembacaan anda
selanjutnya.

Struktur Revolusi llmiah Thomas Kuhn (1962) mengatur panggung
untuk memahami bagaimana dan mengapa teori-teori tertentu dilegitimasi
dan luas diterima. Dia juga mengidentifikasi proses yang terjadi ketika teori
tidak relevan lagi, dan teori baru muncul. Misalnya, manusia pernah yakin
bahwa bumi itu datar. Dengan kemajuan sains dan teknologi, ada
penemuan signifikan, dan manusia membuang kepercayaan ini. Ketika
penemuan semacam itu terjadi, 'pergeseran paradigma’' hasil dan cara
berpikir sebelumnya digantikan oleh yang baru. Meskipun perubahan
dalam teori HI tidak sedramatis contoh di atas, telah terjadi pula evolusi
signifikan dalam disiplin ini. Ini penting untuk diingat ketika Kita
mempertimbangkan bagaimana teori HI berperan dalam menjelaskan dunia
dan bagaimana, berdasarkan periode waktu yang berbeda dan konteks riset
individual kita, satu pendekatan mungkin berbicara kepada kita lebih dari
yang lain dalam menjelaskan sesuatu.

Semua teori yang ditinjau dalam bagian ini (dan banyak lagi yang
lainnya) akan tercakup dalam bab-bab tersendiri dalam buku ini.

Secara tradisional ada dua teori utama HI adalah liberalisme dan
realisme. Meskipun keduanya mendapat tantangan besar dari teori lain,
namun tetap menjadi pusat rujukan dalam disiplin ini. Pada puncaknya,



liberalisme disebut sebagai teori ‘utopis’, dan sampai tingkat tertentu masih
diakui sampai sekarang. Para penganjurnya memandang manusia sebagai
orang yang sangat baik dan percaya bahwa perdamaian dan keharmonisan
antar bangsa tidak hanya dapat dicapai, tetapi juga diinginkan oleh semua
orang. Pada akhir abad ke-18, Immanuel Kant mengembangkan gagasan
bahwa negara-negara yang memiliki nilai-nilai liberal yang sama, tidak
memiliki alasan untuk berperang satu sama lain. Di mata Kant, semakin
banyak negara-negara liberal di dunia, maka akan semakin damai, karena
negara-negara liberal diperintah oleh warga negara mereka dan warga
negara sangat jarang mendukung berperang bahkan cenderung
menolaknya. Ini berbeda dengan aturan raja, dan penguasa lainnya yang
tidak melalui pemilihan rakyat, yang sering memiliki keinginan egois yang
tidak sejalan dengan aspirasi warga negara. lde-ide Kant ini telah bergema
dan terus dikembangkan oleh kaum liberal modern, terutama dalam teori
perdamaian demokratis, yang menyatakan bahwa demokrasi tidak saling
berperang satu sama lain.

Lebih jauh, kaum liberal memiliki keyakinan pada gagasan bahwa
penghentian perang yang permanen adalah tujuan yang dapat dicapai.
Dengan menerapkan gagasan liberal, Presiden AS Woodrow Wilson
menyampaikan ‘Fourteen Points’ ke Kongres AS pada Januari 1918
selama tahun terakhir Perang Dunia Pertama. Poin terakhirnya, yakni
gagasan untuk membangun kembali dunia setelah perang, adalah gagasan
inisiasi pembentukan liga bangsa-bangsa (LBB) atau the League of
Nations. Kembali ke tahun 1920, LBB sebagian besar diciptakan untuk
tujuan mengawasi urusan antara negara dan menerapkan, serta
mempertahankan, perdamaian internasional. Namun, ketika Liga runtuh
karena pecahnya Perang Dunia Kedua pada tahun 1939, kegagalannya sulit
dipahami oleh kaum liberal, sebab faktanya bertentangan dengan teori
mereka. Karena itu, meski ada upaya dari tokoh-tokoh seperti Kant dan
Wilson, liberalisme gagal mempertahankan cengkeraman ideanya secara
kuat, dan ini menjadi ruang bagi sebuah teori baru untuk muncul, dan
menjelaskan sebab keberadaan perang yang berkelanjutan. Teori itu
dikenal sebagai realisme.

Realisme mendapatkan momentumnya selama Perang Dunia
Kedua, ketika itu muncul untuk menawarkan penjelasan yang meyakinkan



tentang bagaimana dan mengapa terjadi perang secara luas dan mematikan
dalam sejarah ummat manusia, menggantikan periode yang penuh
optimisme untuk menciptakan perdamaian. Meskipun istilah ‘realisme’
secara formal dipopulerkan pada abad kedua puluh, namun, banyak para
ilmuan realis merunutnya dengan melihat jauh ke belakang sejarah.
Memang, para pendukung realis melihat sejarah dunia kuno, di mana
mereka mendeteksi pola perilaku manusia yang serupa dengan yang terjadi
di dunia modern. Seperti namanya, para intelektual realisme menyatakan
bahwa, hal itu mencerminkan realitas dunia dan lebih efektif untuk
menjelaskan perubahan dalam politik internasional. Thomas Hobbes sering
disebut dalam diskusi realisme karena deskripsinya tentang kebrutalan
kehidupan selama Perang Saudara Inggris 1642-1651. Hobbes
menggambarkan manusia sebagai makhluk hidup yang dalam ‘keadaan
alamiahnya’ adalah tak tertib, sehingga dianggapnya sebagai perang semua
terhadap semua atau a war of all againsts all. Untuk memperbaiki ini, ia
mengusulkan adanya ’kontrak sosial’ atau social contract antara penguasa
dan rakyat suatu negara untuk menjaga ketertiban relatif. Setiap pemimpin,
atau yang berdaulat (raja atau parlemen, misalnya), menetapkan aturan dan
menetapkan sistem hukuman bagi mereka yang melanggarnya. Masyarakat
dunia menerima ini di negaranya masing-masing sehingga kehidupan dapat
berfungsi dengan rasa keamanan dan terjaga ketertiban sosialnya. Ini
mungkin tidak ideal, tetapi lebih baik daripada keadaan alami yang tidak
tertib tadi. Karena tidak ada kontrak semacam itu yang berlaku secara
internasional, dan tidak ada negara yang berwenang mengatur dunia, maka,
kekacauan dan ketakutanlah yang melingkupi dan menentukan hubungan
internasional. Bagi ilmuan realist, masyarakat dunia hidup dalam sistem
‘anarki internasional’ atau international anarchy. Sifat anarkhi HI itu lah
sebab utama terjadinya perang, sehingga fenomena perang tampak lebih
umum daripada perdamaian di mata kaum realist. Menurut mereka, perang
adalah sesuatu yang tak terhindarkan.

Penting untuk dipahami bahwa, tidak ada varian tunggal dari setiap
teori. Para ilmuan jarang sepenuhnya setuju satu sama lain, bahkan mereka
yang memiliki teori yang sama pendekatan sekalipun. Setiap sarjana
memiliki interpretasi khusus tentang dunia, termasuk ide-ide perdamaian,
perang dan peran negara dalam kaitannya dengan individu. Namun



demikian, perspektif ini masih dapat dikelompokkan ke dalam suatu
rumpun teori (atau tradisi keilmuan tertentu), dan inilah cara kami
mengatur materi dalam buku ini. Dalam studi anda, ada kebutuhan untuk
membongkar berbagai perbedaan teoritis itu, tetapi, paling tidak untuk saat
ini, memahami asumsi-asumsi inti dari setiap pendekatan adalah cara
terbaik untuk mendapatkan esensi dari setiap pendekatan teoritis itu.
Sebagai contoh, jika kita memikirkan kontras sederhana dari optimisme
dan pesimisme, kita dapat melihat hubungan kerumpunan teori di semua
cabang realisme dan liberalisme. Liberal memiliki pandangan optimis
tentang HI, percaya bahwa tatanan dunia dapat ditingkatkan, dengan
perdamaian dan kemajuan secara bertahap menggantikan perang. Mereka
mungkin tidak menyetujui detailnya, tetapi pandangan optimis ini
umumnya menyatukan mereka. Sebaliknya, kaum realis cenderung
mengabaikan optimisme sebagai bentuk idealisme yang salah tempat dan
sebaliknya mereka tiba pada pandangan yang lebih pesimistis. Ini karena
fokus mereka pada sentralitas negara dan kebutuhannya akan keamanan
dan kelangsungan hidup dalam sistem anarkis di mana ia hanya dapat
benar-benar mengandalkan dirinya sendiri. Akibatnya, realis mencapai
serangkaian pemahaman dasar yang menggambarkan HI sebagai sistem di
mana perang dan konflik adalah umum atau biasa, dan periode perdamaian
hanyalah saat ketika negara sedang mempersiapkan konflik di masa perang
berikutnya di masa depan.

Pemikiran English School sering dipandang sebagai jalan tengah
antara teori liberal dan realis. Teorinya melibatkan gagasan adanya a
society of states atau masyarakat negara-negara secara internasional.
Hedley Bull, salah satu tokoh utama dari madzab English School ini, setuju
dengan teori-teori tradisional bahwa sistem internasional bersifat anarkis.
Namun, dia menegaskan bahwa ini tidak berarti tidak adanya norma
(perilaku yang diharapkan) dalam masyarakat internasional, sehingga
mengklaim hadirnya aspek-aspek sosial dalam politik internasional. Dalam
pengertian ini, negara membentuk 'Masyarakat Anarkis' (Bull 1977) di
tempat sebuah tatanan internasional berada, yakni tatanan yang terbentuk
berdasarkan norma dan perilaku bersama.

Konstruktivisme adalah teori lain yang umumnya dipandang
sebagai jalan tengah, tetapi kali ini diposisikan antara teori arus utama atau



mainstream (tradisional) dan teori kritis yang akan kita paparkan nanti.
Teori konstruktifis juga memiliki beberapa hubungan rumpun teori dengan
English School tadi. Tidak seperti para sarjana dari perspektif lain,
konstruktivis menyoroti pentingnya nilai dan kepentingan bersama antara
individu yang berinteraksi di panggung global. Alexander Wendt, seorang
konstruktivis terkemuka, menggambarkan hubungan antara agen (individu)
dan struktur (seperti negara) sebagai satu satu kesatuan, di mana struktur
tidak hanya membatasi agen tetapi juga membangun identitas dan
kepentingan mereka. Ungkapan Went (1992) bahwa anarchy is what states
make of it (anarki adalah apa yang dinyatakan oleh negara) meringkaskan
pokok pemikiran konstruktifis dengan baik. Cara lain untuk menjelaskan
hal ini, dan untuk menjelaskan inti konstruktivisme, adalah bahwa esensi
hubungan internasional ada dalam interaksi antara orang-orang.
Bagaimanapun, negara tidak berinteraksi, tapi agen-agen dari negara-
negara tersebut lah yang melaksanakannya, seperti politisi dan diplomat,
yang berinteraksi satu sama lain. Karena mereka yang berinteraksi di
panggung dunia yang telah menerima anarki internasional sebagai prinsip
yang menentukan, maka keyakinan itu akhirnya menjadi bagian dari
realitas dunia. Namun, jika anarkhi adalah apa yang kita perbuat untuk itu,
maka negara yang berbeda dapat memandang anarki secara berbeda pula,
dan kualitas anarki bahkan dapat berubah seiring waktu. Anarki
internasional bahkan dapat digantikan oleh sistem yang berbeda jika
kelompok berpengaruh dari individu lain (dan dengan perwakilan negara
yang mereka wakili) menerima gagasan itu. Memahami konstruktivisme
berarti memahami bahwa gagasan dan norma yang sering mereka sebut
memiliki kekuatan. Dengan demikian, konstruktivis berusaha mempelajari
proses di mana norma ditantang dan berpotensi diganti dengan norma baru.

Pendekatan kritis mengacu pada spektrum teori yang luas yang
telah ditetapkan sebagai respons terhadap pendekatan arus utama di
lapangan, terutama liberalisme dan realisme. Singkatnya, para teoretikus
kritis memiliki satu sifat khusus - mereka menentang asumsi-asumsi umum
yang digunakan dalam bidang HI yang telah menjadi pusat pemikiran sejak
pendiriannya. Mereka menyerukan pendekatan baru yang lebih cocok
untuk memahami, serta mempertanyakan, dunia tempat kita berada.Teori
Kritis sangat berharga karena mereka mengidentifikasi posisi yang biasanya



diabaikan dalam HI. Mereka juga memberikan suara kepada kelompok-
kelompok orang yang sering terpinggirkan, terutama perempuan, dan
mereka dari Global South (masyarakat negara berkembang dari dunia
selatan). Banyak dari bagian buku ini berkaitan dengan teori-teori yang
ditetapkan dalam kategori yang lebih besar ini.

Marxisme adalah tempat yang baik untuk memulai dengan teori-
teori kritis. Pendekatan ini didasarkan pada ide-ide Karl Marx, yang hidup
pada abad kesembilan belas di puncak revolusi industri. Istilah ‘Marxis’
mengacu pada orang-orang yang telah mengadopsi pandangan-pandangan
Marx dan percaya bahwa masyarakat industri dibagi menjadi dua kelas,
yakni kelas bisnis ‘pemilik modal’ (borjuasi) dan kelas pekerja
(proletariat). Proletariat berada di bawah kekuasaan kaum borjuis yang
mengendalikan upah dan standar hidup mereka. Marx berharap untuk
menggulingkan borjuasi oleh kaum proletar dan akhirnya mengakhiri
masyarakat kelas. Para ahli teori kritis yang mengambil sudut pandang
Marxis sering berargumen bahwa organisasi politik internasional di seluruh
negara telah menyebabkan orang-orang biasa di seluruh dunia menjadi
terpecah-pecah dan teralienasi, daripada mengakui apa yang mereka semua
miliki bersama, dan ini berpotensi sebagai proletariat global. Agar
perubahan ini terjadi, legitimasi negara harus dipertanyakan dan akhirnya
dibubarkan. Dalam arti itu, emansipasi dari negara dalam bentuk tertentu
seringkali menjadi bagian dari agenda pembahasan secara kritis secara
lebih luas.

Berbeda dari Marxisme yang mempertentangkan kelas,
Postkolonialisme berfokus pada ketidaksetaraan antara negara atau
wilayah. Efek kolonialisme masih terasa di banyak wilayah di dunia saat
ini karena populasi lokal terus menghadapi tantangan yang diciptakan dan
ditinggalkan oleh kekuatan-kekuatan eks-kolonial seperti Inggris dan
Perancis. Asal usul postkolonialisme dapat ditelusuri ke periode Perang
Dingin ketika banyak kegiatan dalam hubungan internasional berpusat di
sekitar dekolonisasi dan keinginan untuk membatalkan warisan
imperialisme Eropa. Pendekatan ini mengakui bahwa penelitian HI secara
historis berpusat pada perspektif dan pengalaman Barat, tidak termasuk
suara orang-orang dari wilayah lain di dunia. Yang terpenting, para sarjana
postkolonial berpendapat bahwa analisis yang didasarkan pada perspektif



teoretis Barat, atau yang tidak memperhitungkan perspektif mereka yang
berada di bekas jajahan, dapat mengarahkan institusi internasional dan para
pemimpin dunia untuk mengambil tindakan yang secara tidak adil
menguntungkan Barat. Para teoritisi postkolonial telah menciptakan
pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana beroperasinya sistem
ekonomi global yang penuh ketimpangan dan ketidak adilan, proses
pengambilan keputusan dari lembaga-lembaga internasional dan tindakan-
tindakan kekuatan besar yang sebenarnya merupakan bentuk-bentuk baru
kolonialisme. Edward Said (1978) menggambarkan bagaimana masyarakat
di Timur Tengah dan Asia secara teratur disalah pahami dalam karya sastra
Barat, dan penulisan ilmiah dengan cara yang menempatkan mereka lebih
rendah (inferior) terhadap Barat. Oleh karena itu, sarjana postkolonial
merupakan kontributor penting bagi bidang ini karena mereka memperluas
fokus penyelidikan di luar pola pikir tradisional HI versi ‘Barat’.

Teori lain yang mengungkap ketimpangan yang melekat dalam
hubungan internasional adalah feminisme. Feminisme memasuki bidang
ini pada 1980-an sebagai bagian dari gerakan kritis yang muncul. Ini
berfokus pada menjelaskan mengapa begitu sedikit perempuan yang
tampaknya berada dalam posisi berkuasa dan implikasinya pada bagaimana
politik global disusun. Anda hanya perlu melihat visual dari setiap
pertemuan para pemimpin dunia untuk melihat bagaimana tampaknya itu
adalah dunia pria. Menyadari hal ini, maka teori feminisme
memperkenalkan pembacaan HI dalam perspektif ‘gender’ di mana
masalah seperti gender sebagai objek utama di inti teori ini. Jika politik
internasional adalah dunia pria, apa artinya itu? Bagaimana karakteristik
tertentu yang secara tradisional dipandang sebagai maskulin, seperti agresi,
pelepasan emosi, dan kekuatan, dapat dilihat sebagai kualitas esensial dari
seorang pemimpin dunia? Kualitas dan karakteristik apa yang dikecualikan
(mungkin empati dan kerja sama) dan tindakan apa yang dihasilkannya?
Dengan mengakui bahwa gender, sebagai peran yang dibangun masyarakat
untuk pria dan wanita, menembus segalanya, feminisme menantang peran
itu dengan cara yang menguntungkan semua orang. Ini bukan hanya soal
menghitung tubuh pria dan wanita. Alih-alih, para feminis bertanya
bagaimana struktur kekuasaan gender mempersulit perempuan atau laki-
laki yang memperlihatkan ciri-ciri feminin untuk mencapai tingkat



kekuasaan tertinggi. Mengingat bahwa posisi-posisi itu melibatkan
pengambilan keputusan hidup dan mati, penting bagi kita semua apakah
orang yang tiba di sana dikenal karena agresi mereka atau belas kasihan
mereka. Dengan semua pembicaraan tentang peran gender yang
dikonstruksi secara sosial ini, Anda mungkin mulai melihat beberapa
tumpang tindih, misalnya dengan konstruktivisme. Kami melakukan yang
terbaik untuk menyajikan setiap pendekatan secara terpisah sehingga Anda
memiliki titik awal yang lebih jelas, tetapi sebaiknya Anda diingatkan
bahwa teori HI adalah semacam web yang padat kontentnya, dan kompleks,
dan tidak selalu didefinisikan dengan jelas. Ingatlah hal ini saat Anda
mempelajari sebuah teori dan ketika studi Anda berkembang.

Mungkin teori paling kritis yang paling kontroversial adalah
poststrukturalisme. Ini adalah pendekatan yang mempertanyakan
keyakinan yang kita semua ketahui dan rasakan sebagai ‘nyata’.
Poststrukturalisme mempertanyakan narasi dominan yang telah diterima
secara luas oleh teori arus utama. Misalnya, kaum liberal dan realis
menerima gagasan negara dan sebagian besar menganggapnya sebagai
sesuatu yang wajar. Asumsi-asumsi semacam itu adalah ‘kebenaran’ yang
mendasar di mana teori-teori tradisional itu bersandar, dan menjadi
‘struktur’ tempat landasan mereka membangun realitas. Jadi, meskipun
kedua perspektif teoretis ini mungkin berbeda dalam beberapa hal
sehubungan dengan pandangan dunia mereka secara keseluruhan, mereka
berbagi pemahaman umum tentang dunia. Tidak ada teori yang berusaha
menantang keberadaan negara, teori realisme dan liberalisme hanya
menganggapnya sebagai bagian dari realitas mereka. Poststrukturalisme
berupaya mempertanyakan asumsi-asumsi realitas yang umumnya
dipegang ini, tidak hanya negara tetapi juga sifat kekuasaan yang lebih luas.
Kontribusi Michel Foucault bagi poststrukturalisme adalah identifikasi dari
pengetahuan sebagai nexus atau gagasan sentral dari kekuasaan. Ini berarti
bahwa orang yang berada dalam posisi berkuasa, termasuk politisi, jurnalis,
bahkan cendekiawan, memiliki kemampuan untuk membentuk
pemahaman kita bersama tentang suatu masalah. Pada gilirannya,
pemahaman tentang masalah ini dapat menjadi begitu berurat berakar
sehingga mereka tampaknya masuk akal dan menjadi sulit untuk berpikir
di luar mereka. Kekuasaan adalah pengetahuan dan pengetahuan adalah



kekuatan. Dengan menganalisis cara di mana suatu pemahaman tertentu
dari suatu masalah tertentu dapat menjadi dominan, teori poststrukturalis
bertujuan untuk mengekspos asumsi tersembunyi yang menjadi dasarnya.
Mereka juga bertujuan untuk membuka cara pandang dan alasan lain yang
mungkin, berpikir dan melakukan sesuatu dalam politik internasional.

Seperti yang ditunjukkan oleh pengantar singkat teori HI ini, setiap
teori memiliki pandangan dunia yang sah, namun berbeda. Memang, di luar
teori yang dieksplorasi di atas ada banyak teori dan perspektif lain yang
akan Anda temukan di bagian kedua buku ini. Penting juga untuk dicatat
bahwa teori-teori yang dicakup dalam buku ini tidak lengkap dan ada lebih
banyak lagi yang dapat dikaji. Namun, editor percaya bahwa kami telah
memberikan titik awal yang baik untuk mencapai pemahaman yang
menyeluruh tentang studi teori HI, dan menunjukkan tempat di mana
pendekatan-pendekatan serta perspektive-perspektif yang paling umum,
dan paling baru, itu berada. Tidak perlu, dan mungkin tidak bijak jika sejak
awal dalam studi Anda, untuk mengadopsi satu teori sebagai milik Anda.
Lebih penting dari itu adalah untuk memahami berbagai teori sebagai alat
analisis, atau lensa analitis, yang dapat Anda terapkan dalam studi Anda
dalam berbagai kasus. Sederhananya, mereka menawarkan cara untuk
mencoba memahami dunia yang kompleks.

Harus diperhatikan pula bahwa Hubungan Internasional masih
merupakan disiplin atau bidang ilmu yang relative muda, dan sedang
mengalami  perkembangan formatif yang signifikan. Di dalam
perkembangan itu, ada sekumpulan argumen sengit tentang sifat negara,
individu, organisasi internasional, identitas dan, bahkan, realitas HI itu
sendiri. Poin penting untuk diingat adalah bahwa teori adalah alat analisis.
Seringkali suatu teori itu relevan dan berwawasan luas jika diterapkan
dengan benar dalam suatu peristiwa. Tetapi, sama seringnya teori itu tidak
sempurna, dan anda akan menemukan diri anda mengambil alat teoretis
lain yang lebih berlaku pada riset anda. Buku ini akan melengkapi
pengetahuan anda dengan titik awal yang mendasar untuk mengembangkan
teori HI sebagai alat analisis, sehingga apa pun tugas anda, anda
dipersenjatai dengan semua yang anda butuhkan untuk memulai analisis,
dan untuk memahami teks-teks kunci yang lebih maju dalam bidang HI.
Semoga berhasil!
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1
REALISME
(REALISM)

Sandrina Antunes & Isabel Camiso

Dalam disiplin Hubungan Internasional, realisme adalah aliran
pemikiran yang menekankan sisi kompetitif dan konfliktual dari ilmu ini.
Akar realisme sering dikatakan telah ditemukan dalam beberapa tulisan
sejarah manusia yang paling kuno, khususnya sejarah Perang Peloponnesia
karya Thucydides, yang berkecamuk antara 431 dan 404 SM. Thucydides,
yang menulis lebih dari dua ribu tahun yang lalu, tentulah tidak bermaksud
memformulasikan pendekatan 'realis' dalam studi antar bangsa, sebab teori
HI belum terbentuk sampai abad kedua puluh. Namun, ketika melihat ke
belakang dari sudut pandang kontemporer, ahli teori mendeteksi banyak
kesamaan dalam pola pikir dan perilaku dunia kuno dan dunia
modern.Mereka kemudian menggunakan tulisan-tulisannya, dan tulisan-
tulisan orang lain, untuk memberi bobot pada gagasan bahwa ada teori
abadi yang mencakup semua sejarah manusia yang tercatat. Teori itu
bernama 'realisme'.

Dasar-Dasar Realisme

Y Buku Politics Among Nations (1948) karya Hans J. Morgenthau sangat besar
pengaruhnya dalam membangun kerangka teori umum realisme. Tidak hanya menjadi
salah satu buku teks yang paling banyak digunakan di Amerika Serikat dan Inggris, buku
itu terus diterbitkan ulang selama setengah abad berikutnya. Buku itu juga merupakan
eksposisi konsep-konsep penting dari teori hubungan internasional realis. Banyak
kontributor lain untuk teori realis muncul sekitar satu dekade setelah Perang Dunia I,
termasuk Arnold Wolfers, George F. Kennan, Robert Strausz-Hupé, Kissinger, dan teolog
Reinhold Niebuhr. Lihat laman https://www.britannica.com/topic/international-
relations/The-postwar-ascendancy-of-realism#ref846569 (penerjemah)
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Asumsi pertama realisme adalah bahwa negara-bangsa (biasanya
disingkat ‘state”) adalah aktor utama dalam hubungan internasional. Ada
badan-badan lain, seperti individu dan organisasi, tetapi kekuatan mereka
terbatas. Kedua, negara adalah aktor kesatuan yang solid. Kepentingan
nasional, terutama di masa perang, membuat negara berbicara dan
bertindak dengan satu suara. Ketiga, pembuat keputusan adalah aktor
rasional dalam arti bahwa pengambilan keputusan rasional mengarah pada
pengejaran kepentingan nasional. Di sini, mengambil tindakan yang akan
membuat negara menjadi lemah atau rentan adalah perilaku yang tidak
rasional. Realisme menunjukkan bahwa semua pemimpin, tidak peduli apa
persuasi politik atau ideologi mereka, mengakui hal ini ketika mereka
berusaha untuk mengelola urusan negara mereka untuk dapat bertahan
hidup dalam lingkungan internasional yang kompetitif. Akhirnya, negara
hidup dalam konteks anarki, yaitu, dengan tidak adanya siapa pun yang
bertanggung jawab secara internasional. Analogi yang sering digunakan
adalah tidak adanya seseorang yang bisa dimintai tolong atau istilahnya ‘no
one to call’ dalam keadaan darurat internasional. Dalam praktik kehidupan
domestik, setiap negara biasanya memiliki pasukan polisi, militer,
pengadilan dan sebagainya sehingga dalam keadaan darurat, ada harapan
bahwa lembaga-lembaga ini akan ‘melakukan sesuatu’ atau ‘doing
something’ sebagai tanggapan atas keadaan tertentu. Secara internasional,
tidak ada ekspektasi yang jelas terhadap siapa pun atau apa pun untuk
‘melakukan sesuatu’ itu karena tidak ada hierarki yang mapan dan
otoritative dalam struktur masyarakat internasional. Karena itu, negara
pada akhirnya hanya bisa mengandalkan diri mereka sendiri.

Realisme sering mengambil contoh-contoh dari masa lalu, dengan
narasi besar bahwa manusia pada dasarnya disandera oleh pola perilaku
berulang yang ditentukan oleh sifat dasar-alamiah mereka. Inti dari asumsi
itu adalah pandangan bahwa manusia itu egois dan berkeinginan kuat untuk
meraih kekuasaan. Realis percaya bahwa keegoisan dan hasrat manusia
akan kekuasaan, bersamaan dengan ketidak mampuan mereka untuk
memercayai orang lain, mengarah pada perilaku yang dapat diprediksi
secara teoritis yakni benturan kepentingan dan konflik. Mungkin inilah
sebabnya perang sangat umum terjadi sepanjang catatan sejarah manusia.
Ketika individu diorganisir menjadi negara, sifat dasar manusia akan
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terbawa pada perilaku negara. Dalam hal itu, Niccolo Machiavelli fokus
pada bagaimana karakteristik dasar manusia mempengaruhi keamanan
negara. Dan pada masanya, para pemimpin biasanya laki-laki, yang juga
mempengaruhi pertimbangan politik realis mereka. Dalam The Prince
(1532), Machiavelli menekankan bahwa perhatian utama seorang
pemimpin adalah untuk mempromosikan keamanan nasional. Agar
berhasil melakukan tugas ini, pemimpin perlu waspada dan mengatasi
secara efektif ancaman internal maupun eksternal terhadap kekuasaannya;
dia harus memiliki sifat seekor singa sekaligus rubah. Kekuasaan (the lion)
dan kelicikkan (the fox) adalah alat penting untuk pelaksanaan kebijakan
luar negeri. Dalam pandangan Machiavelli, para penguasa yang mematuhi
‘etika tanggung jawab’ (the ethics of responsibility) daripada moralitas
agama konvensional yang membimbing moral warga negara pada umunya.
Mereka harus baik ketika mereka bisa, tetapi mereka juga harus bersedia
menggunakan kekerasan ketika diperlukan untuk menjamin kelangsungan
hidup negara.

Sebagai akibat dari Perang Dunia Kedua, Hans Morgenthau (1948)
berusaha mengembangkan teori internasional yang komprehensif karena ia
percaya bahwa politik, seperti masyarakat pada umumnya, diatur oleh
hukum-hukum yang berakar pada sifat dasar manusia yang dilukisnya
sebagai pemburu kekuasaan. Fokus kajian Morgenthau adalah untuk
mengklarifikasi hubungan antara kepentingan (national interest) dan
moralitas (morality) dalam politik internasional, dan karyanya sangat
banyak diwarnai oleh pemikiran-pemikiran tokoh-tokoh sejarah seperti
Thucydides dan Machiavelli. Berbeda dengan kaum idealis yang lebih
optimis, yang mengharapkan ketegangan internasional diselesaikan
melalui negosiasi terbuka yang ditandai dengan niat baik (goodwill),
Morgenthau menetapkan pendekatan yang menekankan konsep kekuasaan
di atas moralitas. Memang, menurutnya, moralitas digambarkan sebagai
sesuatu yang harus dihindari dalam proses pembuatan kebijakan. Dalam
gagasan Morgenthau, setiap tindakan politik diarahkan untuk menjaga,
meningkatkan, atau menunjukkan kekuasaan (demonstrating power).
Pemikirannya adalah bahwa kebijakan yang didasarkan pada moralitas atau
idealisme dapat mengarah pada kelemahan, dan yang lebih buruk lagi,
mungkin justru penghancuran atau dominasi negara oleh pesaing. Dalam
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hal ini, mengejar kepentingan nasional adalah perilaku yang ‘nir-moral’
(amoral), dalam artian bahwa, tidak tunduk pada perhitungan moralitas.

Dalam Theory of International Politics (1979), Kenneth Waltz
memodernisasi teori HI dengan menjauhkan realisme dari asumsi yang
tidak dapat dibuktikan (unprovable), tentang sifat manusia (human nature).
Kontribusi teoretisnya ini disebut sebagai ‘neorealisme’ atau ‘realisme
struktural’ karena ia tetap menekankan gagasan tentang tindakan politik
yang didasarkan pada sifat dasar manusia (human nature), yang dapat
dijelaskan melalui serangkaian formula sederhana. Pertama, semua negara
dibatasi oleh keberadaannya dalam sistem anarkis internasional (ini adalah
struktur). Kedua, setiap tindakan yang mereka lakukan didasarkan pada
kekuatan relatif mereka ketika diukur terhadap negara-negara lain. Jadi,
Waltz menawarkan versi realisme yang merekomendasikan agar para ahli
teori HI untuk meneliti dan menguji karakteristik sistem internasional
untuk menjadi jawaban atas fenomena hubungan internasional yang terjadi,
daripada menggali kelemahan dalam sifat manusia itu sendiri. Dengan
melakukan itu, Waltz telah memicu era baru dalam teori HI yang berusaha
menggunakan metode ilmiah sosial (social scientific methods) daripada
metode teori politik atau filosofis (philosophical theory). Perbedaannya
adalah bahwa variabel Waltz (anarki internasional, dan seberapa banyak
kekuatan yang dimiliki suatu negara, dll.) dapat diukur secara empiris/fisik
(empirically verified). Gagasan seperti sifat manusia adalah asumsi yang
berdasarkan pandangan filosofis tertentu yang tidak dapat diukur dengan
cara yang sama.

Kaum realis percaya bahwa teori mereka paling akurat
menggambarkan potret politik dunia sebagaimana yang dipegangi oleh
para praktisi kenegaraan dan hubungan internasional. Untuk alasan ini,
realisme, mungkin lebih dari teori HI lainnya, lebih sering digunakan dalam
dunia pembuatan kebijakan, sehingga semacam menggemakan keinginan
Machiavelli untuk menulis manual untuk memandu para pemimpin dunia.
Kelompok ilmuan pengkritik realisme berpendapat bahwa realis dapat
membantu  melanggengkan dunia yang penuh kekerasan dan
konfrontasional yang mereka gambarkan. Dengan mengasumsikan sifat
manusia yang tidak kooperatif dan egoistik dan tidak adanya hierarki dalam
sistem negara, realis mendorong para pemimpin untuk bertindak dengan
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cara yang didasarkan pada kecurigaan, kekuasaan dan kekuatan. Realisme
dengan demikian dapat dilihat sebagai ramalan yang terpenuhi dengan
sendirinya. Bahkan, realisme sering dikritik sebagai terlalu pesimistis,
karena ia memandang sifat konfrontasional dari sistem internasional
sebagai hal yang tak terhindarkan. Namun, menurut para pendukung realis,
para pemimpin dihadapkan dengan kendala yang tak ada habisnya dan
sedikit peluang untuk kerja sama. Dengan demikian, mereka dapat berbuat
banyak untuk melarikan diri dari kenyataan politik kekuasaan, artinya
membuka ruang negosiasi dan menghindari perang. Bagi seorang realis,
menghadapi kenyataan kesulitan yang nyata itu bukanlah pesimisme, tapi
sebuah kehati-hatian (prudence). Artinya, kalau suatu negara membuka
ruang untuk berdamai, maka ia harus siap berperang pada saat yang
bersamaan (penerjemah). Pemikiran realis tentang hubungan internasional
menekankan bahwa kemungkinan perubahan damai, atau bahkan segala
jenis perubahan lainnya, adalah sangat terbatas. Dan, bagi seorang
pemimpin yang mengandalkan ukuran-ukuran idealistis dalam mengambil
tindakan internasional adalah sebuah kebodohan.

Mungkin karena ia dirancang untuk menjelaskan pengulangan dan
pola perilaku yang tak lekang oleh waktu, realisme tidak dapat
memprediksi atau menjelaskan transformasi besar baru-baru ini dari sistem
internasional: akhir Perang Dingin antara Amerika Serikat (AS) dan Soviet
Serikat pada tahun 1991. Ketika Perang Dingin berakhir, politik
internasional mengalami perubahan cepat yang menunjuk ke era baru
persaingan terbatas antara negara-negara dan banyak peluang untuk kerja
sama. Transformasi ini mendorong munculnya visi optimis tentang politik
dunia yang membuang realisme sebagai ‘pemikiran lama’ (old thinking).
Realis juga dituduh terlalu fokus pada negara sebagai unit yang solid, yang
pada akhirnya mengabaikan aktor dan kekuatan lain di dalam negara dan
juga mengabaikan masalah internasional yang tidak terkait langsung
dengan kelangsungan hidup negara. Misalnya, Perang Dingin berakhir
karena warga negara biasa di negara-negara yang dikuasai Soviet di Eropa
Timur memutuskan untuk memberontak terhadap struktur kekuasaan yang
ada. Pemberontakan ini menjalar dari satu negara ke negara lain di dalam
wilayah kekuasaan Uni Soviet yang luas, mengakibatkan keruntuhannya
secara bertahap antara 1989 dan 1991. perangkat analisis Realisme tidak
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pernah dan tidak akan menjelaskan peristiwa-peristiwa seperti itu; sebuah
tindakan warga biasa (atau organisasi internasional, dalam hal ini) tidak
menjadi bagian utama dalam peta analisis kaum realis. Ini disebabkan oleh
sifat pemikiran yang berpusat pada negara, tempat realisme dibangun di
atasnya. Realisme memandang negara seperti bola bilyard yang solid yang
memantul di atas meja, tidak pernah berhenti untuk melihat ke dalam setiap
bola itu, dari apa ia tersusun, dan mengapa bola bergerak seperti itu. Kaum
realis mengakui pentingnya Kkritik-kritik ini, tetapi cenderung melihat
peristiwa-peristiwa seperti runtuhnya Uni Soviet itu sebagai pengecualian
terhadap pola hal-hal normal dari keajegan perulangan sejarah.

Banyak kritikus realisme fokus pada salah satu strategi sentralnya
dalam pengelolaan urusan dunia (the management of world affairs); sebuah
gagasan yang disebut sebagai ‘balance of power’ atau keseimbangan
kekuasaan. Ini menggambarkan situasi di mana negara terus-menerus
membuat pilihan untuk meningkatkan kemampuan mereka sendiri, sambil
atau meskipun, hal itu merusak kemampuan orang lain. Ini menghasilkan
semacam ‘keseimbangan’ karena, secara teoritis, tidak ada negara yang
diizinkan untuk menjadi terlalu kuat dalam sistem internasional. Jika suatu
negara berusaha untuk mendorong keberuntungannya dan tumbuh terlalu
kuat, seperti Jerman-Nazi pada tahun 1930-an, itu akan memicu perang
karena negara-negara lain akan membentuk aliansi untuk mencoba
mengalahkannya, yaitu, dengan mengembalikan pada titik keseimbangan
semula. Keseimbangan sistem kekuasaan ini adalah salah satu alasan
mengapa hubungan antar bangsa bersifat anarkis. Tidak ada satu negara
pun yang bisa menjadi kekuatan global dan menyatukan dunia di bawah
pemerintahannya secara langsung. Oleh karena itu, realisme sering
berbicara tentang pentingnya aliansi yang fleksibel sebagai cara untuk
memastikan kelangsungan hidup. Aliansi ini kurang ditentukan oleh
kesamaan politik atau budaya di antara negara-negara anggota, tetapi, lebih
karena kebutuhan untuk menemukan teman-teman yang ‘berwajah ceria’,
atau pun berkerja sama dengan ‘musuhnya, musuhku’ (enemies of my
enemy). Ini dapat membantu menjelaskan mengapa AS dan Uni Soviet
bersekutu selama Perang Dunia Kedua (1939-1945), karena mereka berdua
melihat ancaman yang sama dari Jerman yang sedang bangkit dan berusaha
menyeimbangkan kekuatannya. Namun, dalam beberapa tahun setelah
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perang berakhir, kedua negara tersebut telah menjadi musuh bebuyutan,
sehingga keseimbangan kekuasaan mulai bergeser lagi ketika aliansi baru
terbentuk selama periode Perang Dingin (1947-1991). Sementara kaum
realis menggambarkan keseimbangan kekuasaan sebagai strategi yang
bijaksana untuk mengelola dunia yang tidak aman, para kritikus melihatnya
sebagai cara untuk melegitimasi perang dan agresi.

Terlepas dari kritik-kritik ini, realisme tetap menjadi pusat rujukan
dalam bidang teori HI, dengan sebagian besar teori lain terkait dalam
pembahasannya, setidaknya untuk sebagian. Oleh karena itu, tidak tepat
jika menulis buku teks tentang teori HI, tanpa membahas realisme di bab
pertamanya. Selain itu, realisme terus menawarkan banyak wawasan
penting tentang studi pembuatan kebijakan politik internasional, karena
sejarah dari perkembangan teori ini yang dekat dengan pembuatan
kebijakan sehingga selalu menawarkan alat-alat dalam mengelola tata
negara bagi pembuat kebijakan. (Tokoh paling berpengaruh dalam teori
realisme, Hans J. Morgenthau, misalnya, adalah penasehat kebijakan luar
negeri USA pada masa Presiden John F. Kennedy dan Lyndon B. Johnson,
dan diberhentikan saat mulai mengkritik kebijakan Amerika di Vietnan
tahun 1960an. Pada masanya, Morgenthau dipandang oleh ilmuan HI
sebagai penerjemah akademik politik luar negeri Amerika Serikat-
penerjemah).

Realisme dan Kelompok ISIL, Daesh atau ISIS

Kelompok-kelompok yang mengklaim sebagai Negara Islam
(dikenal sebagai IS, Daesh, ISIS atau ISIL) adalah kelompok militan yang
mengikuti doktrin fundamentalis Islam Sunni. Pada Juni 2014, kelompok
itu menerbitkan sebuah dokumen di mana mereka mengklaim telah
melacak garis keturunan pemimpinnya, Abu Bakar al-Baghdadi, yang
sampai ke Nabi Muhammad SAW. Kelompok itu kemudian menunjuk al-
Baghdadi sebagai ‘khalifah’. Sebagai khalifah, al-Baghdadi menuntut
kesetiaan Muslim yang taat di seluruh dunia. Kelompok dan pendukungnya
mulai melakukan berbagai tindakan ekstrem dan biadab. Banyak aksi
mereka mentargetkan di kota-kota di negara-negara Barat seperti
Melbourne, Manchester dan Paris, sehingga menjadi masalah global. Pada
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akhirnya, tujuannya adalah untuk menciptakan Negara Islam atau
Kekhalifahan versi mereka, secara geopolitik, budaya dan politik, serta
untuk mencegah (melalui penggunaan terorisme dan tindakan ekstrim)
kekuatan Barat atau regional yang akan mengganggu proses ini. Tentu saja,
ini berarti ancaman bagi negara yang wilayahnya diklaim oleh kelompok
Al-Baghdadi ini selaku ‘existing state’ yang berdaulat selama ini.
Meskipun kelompok ekstrimis ini menganggap dirinya negara, namun,
dengan berbagai tindakannya itu telah menunjukkan secara jelas bahwa
mereka adalah organisasi teroris. Hampir semua negara di dunia dan
organisasi internasional memiliki posisi sudut pandang yang sama. Para
pemimpin agama Islam pun mengutuk keras ideologi dan tindakan brutal
kelompok itu.

Meskipun tidak menjadi negara yang diakui secara resmi, dengan
mencaplok dan menguasai/mengendalikan sebagian wilayah di Irak dan
Suriah, kelompok Al-Baghdadi ini jelas memiliki aspek kenegaraan.
Bagian utama dari upaya untuk memerangi kelompok ini terdiri dari
serangan udara terhadap posisinya, dikombinasikan dengan strategi militer
lainnya seperti menggunakan pasukan sekutu lokal untuk merebut kembali
wilayah (terutama di Irak). Ini menunjukkan bahwa perang dianggap
sebagai metode yang paling efektif untuk mengimbangi meningkatnya
kekuatan terorisme di Timur Tengah dan menetralisir ancaman yang
ditimbulkannya, baik bagi negara-negara Barat, maupun negara-negara di
kawasan itu. Jadi, munculnya terorisme transnasional, seperti yang
dipraktikkan oleh kelompok Al-Baghdadi itu, merupakan ancaman yang
relatif baru dalam hubungan internasional, di lain pihak, negara-negara
masih tetap mengandalkan strategi lama yang konsisten dengan realisme
untuk menghadapinya, yakni perang terbuka sebagaimana yang telah
terjadi.

Negara pada akhirnya mengandalkan swadaya mandiri untuk
menjamin keamanan mereka sendiri. Dalam konteks ini, realis memiliki
dua strategi utama untuk mengelola rasa tidak aman; keseimbangan
kekuasaan (balance of power) dan pencegahan (deterrence).
Keseimbangan kekuatan bergantung pada aliansi yang strategis dan
fleksibel, sementara pencegahan tergantung pada ancaman (atau
penggunaan) kekuatan yang signifikan. Keduanya terbukti dalam kasus ini.
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Pertama, koalisi longgar negara-negara yang menyerang kelompok ISIS
(Al-Baghdadi) yakni AS, Rusia dan Prancis, bergantung pada berbagai
aliansi teman ‘charming’ mereka, yakni kekuatan regional seperti Arab
Saudi, Turki dan Iran. Pada saat yang sama, mereka meremehkan peran
organisasi internasional karena mencari persetujuan tindakan di tempat-
tempat pertemuan umum seperti PBB sangatlah sulit karena persaingan
banyak negara. Kedua, mencegah (deterrence) musuh dengan kekuatan
yang luar biasa (atau ancamannya) dianggap sebagai metode tercepat untuk
mendapatkan kembali kendali atas wilayah di bawah pemerintahan ISIS.
Tidak adanya proporsionalitas antara pasukan militer ISIS bila
dibandingkan dengan gabungan pasukan militer AS, Prancis atau Rusia,
tampaknya mengkonfirmasi rasionalitas keputusan, yang lagi-lagi
mengingatkan kembali pada penekanan realisme pada pentingnya konsep-
konsep seperti pencegahan. Bahkan, bagi negara-negara pengamat yang
tidak terlibat pun sebenarnya bersikap rasional juga. Bagaimana pun,
pendekatan aktor rasional mengandaikan bahwa musuh, bahkan jika musuh
itu berupa kelompok teroris sekalipun, adalah, juga merupakan aktor
rasional yang akan memilih tindakan yang manfaatnya lebih besar daripada
risikonya.

Melalui poin ini, kita dapat melihat bahwa sementara tindakan
kelompok teroris mungkin tampak tidak rasional, mereka dapat ditafsirkan
sebaliknya. Dari sudut pandang realis, kelompok ISIS, dengan
menyebarkan teror, menggunakan sarana terbatas yang tersedia untuk
mengimbangi pengaruh Barat di Irak dan Suriah. Kerusakan substansial
dari serangan militer brutal jelas tidak menjadi perhatian bagi komandan
kelompok karena dua alasan utama, yang keduanya dapat berfungsi untuk
meningkatkan kekuatan mereka. Pertama, itu akan berkontribusi untuk
memicu sentimen anti-Barat di seluruh Timur Tengah karena populasi
lokal menjadi target agresi asing. Kedua, perasaan ketidakadilan yang
ditimbulkan oleh serangan-serangan ini menciptakan peluang bagi
perekrutan spontan para pejuang yang akan rela mati untuk mengesahkan
tujuan kelompok - ini juga berlaku bagi mereka yang berada di wilayah
dekat dan mereka yang secara internasional menjadi target ideologis ISIS
melalui propaganda di internet.

20



Belajar dari kerumitan dalam kasus ISIS itu, di negara-negara yang
sama rumitnya dengan Timur Tengah, para pendukung realis
merekomendasikan kehati-hatian ekstrem mengenai kapan dan di mana
suatu negara menggunakan kekuatan militernya. Sangat mudah ketika
melihat realisme untuk melihatnya sebagai teori penghasut perang.
Misalnya, saat membaca paruh pertama paragraf di atas, Anda mungkin
merasa bahwa realisme akan mendukung serangan terhadap kelompok
ISIS. Tetapi ketika Anda membaca paruh kedua paragraf itu, Anda akan
menemukan bahwa teori yang sama merekomendasikan dengan sangat
hati-hati atas tindakan yang harus diambil.

Poin kunci dalam memahami realisme adalah bahwa itu adalah teori
yang berpendapat bahwa tindakan buruk seperti perang adalah alat yang
diperlukan untuk tata negara dalam dunia yang tidak sempurna, dan para
pemimpin harus menggunakannya ketika itu untuk melindungi
kepentingan nasional yang esensial. Ini sepenuhnya rasional, di dunia di
mana kelangsungan hidup negara adalah yang menjadi prioritas utama.
Karena itu, seorang pemimpin harus sangat berhati-hati ketika memutuskan
di mana dan kapan menggunakan kekuatan militer. Perlu dicatat bahwa
invasi AS ke Irak pada tahun 2003, yang dilakukan sebagai bagian dari
Perang Global Melawan Teror (Global War on Terror), ditentang habis-
habisan oleh sebagian besar ilmuan realis terkemuka sebagai
penyalahgunaan kekuasaan yang tidak akan berpihak pada kepentingan
nasional AS. Hal ini terjadi karena penggunaan kekuatan militer AS yang
tidak proporsional akan menyebabkan pukulan balik dan kekesalan di
wilayah tersebut. Memang, dalam kasus ini, realisme menghasilkan hasil
yang kuat sebagai alat analisis, seperti kebangkitan kelompok ISIS itu pada
beberapa tahun setelah invasi Irak dilakukan.

Kesimpulan

Realisme adalah teori yang mengklaim dapat menjelaskan realitas
politik internasional. la menekankan kendala pada politik yang dihasilkan
dari sifat egois manusia dan tidak adanya otoritas pusat di atas negara. Bagi
penganut realis, tujuan tertinggi adalah kelangsungan hidup negara, yang
menjelaskan mengapa tindakan negara dinilai berdasarkan etika tanggung
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jawab dan bukan dengan prinsip-prinsip moral tradisional. Dominasi
realisme dalam ilmu HI telah menghasilkan banyak literatur yang secara
signifikan mengkritik prinsip utamanya. Namun demikian, terlepas dari
kritik-kritik yang berharga itu, realisme masih terus memberikan gagasan-
gagasan yang akurat dan terus berkembang sehingga tetap menjadi alat
analisis penting bagi setiap penstudi Hubungan Internasional.

22



2
LIBERALISME
(LIBERALISM)

Jeffrey W. Meiser

Liberalisme adalah ciri khas demokrasi modern, yang diilustrasikan
dalam istilah ‘demokrasi liberal’ sebagai cara untuk menggambarkan
negara-negara dengan pemilihan umum yang bebas dan adil, aturan hukum
dan kebebasan sipil yang dilindungi. Liberalisme, ketika dibahas dalam
ranah teori HI, telah berevolusi menjadi entitas tersendiri yang
mengandung berbagai konsep dan argumen tentang bagaimana institusi,
perilaku dan koneksi ekonomi memuat dan mengurangi resiko terhadap
kekerasan kekuasaan negara. Jika dibandingkan dengan realisme,
liberalisme menambah lebih banyak faktor ke dalam bidang kajian HI,
terutama dari sisi warga negara dan organisasi internasional. Perlu
ditegaskan bahwa, liberalisme telah menjadi lawan tradisional realisme
dalam teori HI karena menawarkan pandangan dunia yang lebih optimis,
didasarkan pada pembacaan sejarah yang berbeda dengan yang ditemukan
oleh para pendukung realisme.

Dasar-Dasar Liberalism

Liberalisme didasarkan pada argumen moral bahwa memastikan
hak individu seseorang untuk hidup, kebebasan dan properti adalah tujuan
tertinggi pemerintah. Konsekuensinya, kaum liberal menekankan
kesejahteraan individu sebagai dasar pembangun sistem politik yang adil.
Sistem politik yang ditandai oleh kekuatan yang tidak terkendali, seperti
monarki atau kediktatoran, tidak dapat melindungi kehidupan dan
kebebasan warganya. Karena itu, perhatian utama liberalisme adalah
membangun institusi yang melindungi kebebasan individu dengan
membatasi dan mengontrol kekuasaan politik. Meskipun ini adalah
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masalah politik dalam negeri, ranah HI juga penting bagi kaum liberal
karena aktivitas negara di luar negeri dapat memiliki pengaruh kuat
terhadap kebebasan di dalam negeri. Kaum liberal sangat terganggu oleh
kebijakan luar negeri yang militeristik. Perhatian utamanya adalah, bahwa
perang menuntut negara untuk membangun kekuatan militer. Padahal,
kekuatan militer ini 2 (dua) sisi, yakni dapat digunakan untuk memerangi
negara asing, tetapi juga dapat digunakan untuk menindas warganya
sendiri. Karena alasan ini, maka, sistem politik yang berakar pada
liberalisme sering membatasi kekuasaan militer dengan cara seperti
memastikan kontrol sipil atas militer.

Perang ekspansi teritorial, atau imperialisme, ketika negara
berusaha membangun kekaisaran dengan mengambil wilayah di luar
negeri, sangat mengganggu bagi kaum liberal. Tidak hanya perang
ekspansionis yang memperkuat negara dengan mengorbankan rakyat,
perang ini juga membutuhkan komitmen jangka panjang terhadap
pendudukan militer dan kontrol politik wilayah dan rakyat asing. Pekerjaan
dan kontrol membutuhkan birokrasi besar yang memiliki kepentingan
dalam mempertahankan atau memperluas pendudukan wilayah asing. Oleh
karena itu, bagi kaum liberal, masalah intinya adalah bagaimana
mengembangkan sistem politik yang dapat memungkinkan negara untuk
melakukannya, melindungi diri dari ancaman asing tanpa merusak
kebebasan individu warganya. Pengendalian utama secara institusional
terhadap kekuasaan di negara-negara liberal adalah pemilihan yang bebas
dan adil di mana orang-orang dapat menurunkan atau mengganti penguasa
mereka dari kekuasaan, dan memberikan evaluasi mendasar pada perilaku
pemerintah. Pembatasan penting kedua pada kekuasaan politik adalah
pembagian kekuasaan politik di antara berbagai cabang dan tingkat
pemerintahan, seperti parlemen / kongres, eksekutif dan sistem hukum. Ini
memungkinkan untuk pemeriksaan dan menjaga keseimbangan dalam
penggunaan kekuasaan.

Teori perdamaian demokratis (democratic peace theory) dapat
dikatakan sebagai kontribusi tervalid yang diberikan liberalisme pada teori
HI. Ini menegaskan bahwa negara-negara demokratis sangat tidak mungkin
berperang satu sama lain. Ada dua bagian penjelasan untuk fenomena ini.
Pertama, negara-negara demokratis ditandai oleh pengekangan/
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pembatasan internal terhadap kekuasaan, seperti yang dijelaskan di atas.
Kedua, demokrasi cenderung memandang satu sama lain sebagai yang sah
(legitimate), dan tidak mengancam, sehingga memiliki kapasitas dan
probabilitas yang lebih tinggi untuk kerja sama satu sama lain daripada
yang mereka lakukan dengan negara-negara non-demokrasi. Analisis
statistik dan studi kasus secara historis memberikan dukungan kuat untuk
teori perdamaian demokratis, tetapi beberapa masalah terus diperdebatkan.
Pertama, demokrasi adalah perkembangan yang relatif baru dalam sejarah
manusia. Ini berarti ada beberapa kasus demokrasi yang memiliki
kesempatan untuk saling bertarung. Kedua, Kita tidak bisa memastikan,
apakah sesuatu itu benar-benar dapat disebut sebagai perdamaian
‘demokratis’, atau apakah beberapa faktor lain yang berkorelasi dengan
demokrasi adalah sumber perdamaian, seperti kekuasaan, aliansi, budaya,
ekonomi, dan sebagainya. Poin ketiga adalah bahwa, sementara demokrasi
tidak mungkin berperang satu sama lain, beberapa penelitian para sarjana
menunjukkan bahwa negara demokrasi (liberal) cenderung agresif terhadap
non-demokrasi, seperti ketika Amerika Serikat berperang dengan Irak pada
tahun 2003. Meskipun ada perdebatan, kemungkinan perdamaian
demokratik secara bertahap dapat menggantikan gambaran dunia yang
terus-menerus diwarnai oleh perang dan anarkhi, sebagaimana persepsikan
oleh kaum realis. Ini tentulah sebuah aspek dari liberalisme yang abadi dan
penting.

Saat ini, masyarakat dunia hidup dalam sistem internasional yang
disusun oleh tatanan dunia liberal yang dibangun setelah Perang Dunia
Kedua (1939-1945). Lembaga, organisasi, dan norma internasional
(sebagai perilaku yang diharapkan) dari tatanan dunia ini dibangun di atas
fondasi yang sama dengan institusi dan norma liberal domestik, yakni,
keinginan untuk membatasi kekerasan kekuasaan negara. Faktanya,
kekuasaan justru lebih terdilusi dan tersebar secara internasional daripada
di dalam negara. Misalnya, di bawah hukum internasional, perang untuk
tujuan agresi dilarang. Tidak ada kekuatan polisi internasional untuk
menegakkan undang-undang ini, tetapi pihak penyerang tahu bahwa ketika
melanggar hukum internasional ini, ia akan mendapat banyak reaksi
internasional. Misalnya, negara, baik secara individu atau kolektif seperti
Perserikatan Bangsa-Bangsa, dapat menjatuhkan sanksi ekonomi atau
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campur tangan secara militer terhadap negara yang melanggar. Lebih jauh,
negara yang agresif juga berisiko kehilangan manfaat perdamaian, seperti
keuntungan dari perdagangan internasional, bantuan asing, dan pengakuan
diplomatik.

Gagasan lengkap tentang tatanan dunia liberal yang berlaku saat ini,
dapat ditemukan dalam karya Daniel Deudney dan G. John lkenberry
(1999), yang menggambarkan tiga faktor yang saling terkait.

Pertama, hukum dan perjanjian internasional dibersamai oleh
organisasi internasional berfungsi untuk menciptakan sistem internasional
yang relatif adil. Contoh pola dasar dari organisasi semacam itu adalah
Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang mengumpulkan sumber daya untuk
tujuan bersama (seperti memperbaiki perubahan iklim), menyediakan
diplomasi yang hampir konstan antara musuh dan teman-teman secara
seimbang, dan memberikan semua negara anggota hak bersuara di
komunitas internasional.

Kedua, penyebaran perdagangan bebas dan kapitalisme melalui
upaya negara-negara liberal yang kuat dan organisasi internasional seperti
Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Dana Moneter Internasional (IMF)
dan Bank Dunia (World Bank) menciptakan sistem ekonomi internasional
yang terbuka dan berbasis pasar. Situasi ini saling menguntungkan karena
tingkat perdagangan yang tinggi antar negara mengurangi konflik dan
membuat perang lebih kecil kemungkinannya, karena perang akan
mengganggu atau membatalkan manfaat (keuntungan) perdagangan.
Karenanya, negara-negara dengan ikatan dagang yang luas sangat
bersemangat untuk menjaga hubungan damai. Dengan perhitungan ini,
perang tidak menguntungkan, tetapi merugikan negara.

Elemen ketiga dari tatanan internasional liberal adalah norma-
norma internasional. Norma liberal mendukung kerja sama internasional,
hak asasi manusia, demokrasi dan supremasi hukum. Ketika suatu negara
mengambil tindakan yang bertentangan dengan norma-norma ini, mereka
dikenakan berbagai jenis konsekuensi. Namun, norma internasional sering
diperdebatkan karena variasinya yang luas di seluruh dunia. Namun
demikian, ada konsekuensi yang harus ditanggung, jika melanggar norma-
norma liberal. Bahkan, konsekuensinya dapat terjadi secara langsung dan
segera. Sebagai contoh, Uni Eropa memberlakukan embargo penjualan
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senjata kepada Tiongkok setelah penindasannya yang keras terhadap para
demonstran pro-demokrasi pada tahun 1989. Embargo berlanjut hingga
hari ini. Konsekuensi juga bisa bersifat kurang langsung, tetapi sama
penting akibatnya. Sebagai contoh, persepsi baik masyarakat internasional
terhadap Amerika Serikat menurun secara signifikan di seluruh dunia
setelah invasi Irak tahun 2003 karena invasi itu dilakukan secara sepihak
(di luar aturan PBB yang ditetapkan) dalam suatu langkah yang secara luas
dianggap tidak sah. Kebanyakan para sarjana liberal saat ini berfokus pada
bagaimana organisasi internasional memupuk kerja sama dengan
membantu negara mengatasi insentif untuk keluar dari perjanjian
internasional. Jenis para sarjana ini biasanya disebut sebagai
‘institusionalisme  neoliberal’, yang sering disingkat menjadi
‘neoliberalisme’ saja. Ini sering menyebabkan kebingungan karena
neoliberalisme juga merupakan istilah yang digunakan di luar teori HlI
untuk menggambarkan ideologi deregulasi ekonomi yang luas, privatisasi,
pajak rendah, penghematan (pemotongan belanja publik), dan perdagangan
bebas. Inti dari neoliberalisme, ketika diterapkan dalam bidang HI, adalah
bahwa negara dapat memperoleh manfaat secara signifikan dari kerja sama
jika mereka saling mempercayai untuk memenuhi perjanjian mereka.
Dalam situasi di mana suatu negara dapat memperoleh keuntungan dari
aktifitas menipu dan menghindari hukuman, pembelotan kemungkinan
besar terjadi. Namun, ketika pihak ketiga (seperti organisasi internasional
yang tidak memihak) dapat memantau perilaku penandatangan perjanjian
dan memberikan informasi kepada kedua belah pihak, dorongan untuk
mencederai perjanjian dapat berkurang, dan kedua belah pihak dapat
berkomitmen untuk meningkatkan bekerja sama. Dalam kasus ini, semua
pihak penandatangan perjanjian dapat mengambil manfaat dari keuntungan
absolut. Keuntungan absolut mengacu pada peningkatan kesejahteraan
secara umum bagi semua pihak yang berkepentingan, yakni, setiap negara
peserta perjanjian mendapat manfaat sampai tingkat tertentu, meskipun
tidak harus sama rata. Para ahli teori liberal berpendapat bahwa negara
lebih peduli pada perolehan absolut daripada keuntungan relatif.
Keuntungan relatif menggambarkan situasi di mana suatu negara
mengukur peningkatan kesejahteraannya secara relatif terhadap negara
lain, dan mungkin akan secara malu-malu menjauh dari perjanjian yang
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membuat pesaingnya lebih kuat. Dengan berfokus pada sudut pandang
yang lebih optimis tentang perolehan absolut dan memberikan bukti
keberadaannya melalui organisasi internasional, kaum liberal melihat
dunia di mana negara-negara akan lebih suka bekerja sama dalam bentuk
perjanjian apa pun, yang memungkinkan segala peningkatan kemakmuran
dapat terjadi.

Teori Liberal dan Imperialisme Amerika

Salah satu ilustrasi liberalisme yang lebih menarik berasal dari
kebijakan luar negeri Amerika Serikat pada awal abad kedua puluh. Selama
periode ini, Amerika Serikat adalah liberal, tetapi menurut narasi sejarah
yang dominan, juga imperialistik (lihat Meiser 2015). Jadi, tampaknya ada
kontradiksi. Jika kita melihat lebih dekat, kita melihat bahwa Amerika
Serikat tampak lebih terkendali penggunaan kekuasaannya daripada yang
dibayangkan orang, khususnya terkait dengan kekuatan besar dunia lainnya
di era itu. Salah satu ukuran sederhana adalah tingkat wilayah kolonial yang
diperolehnya dibandingkan dengan kekuatan besar lainnya. Pada 1913,
Amerika Serikat mengklaim 310.000 kilometer persegi wilayah kolonial,
dibandingkan dengan 2.360.000 km untuk Belgia, 2.940.000 km untuk
Jerman dan 32.860.000 km persegi untuk Inggris (Bairoch 1993, 83).
Bahkan, sebagian besar kepemilikan kolonial Amerika disebabkan oleh
aneksasi Filipina dan Puerto Rico, yang diwarisi setelah mengalahkan
Spanyol dalam Perang Spanyol-Amerika tahun 1898. Amerika Serikat
menunjukkan pengekangan seperti itu karena, seperti yang disarankan oleh
teori liberal, struktur politiknya membatasi ekspansionisme. Meneliti
hubungan AS-Meksiko selama awal abad kedua puluh membantu
menggambarkan penyebab pengekangan Amerika ini.

Pada musim semi 1914, Amerika Serikat menyerbu kota Veracruz
di Meksiko karena perselisinan tentang penahanan beberapa pelaut
Amerika di Meksiko. Namun, hubungan AS-Meksiko sudah bermasalah
karena kepercayaan liberal Presiden Woodrow Wilson bahwa, adalah tugas
Amerika Serikat untuk membawa demokrasi ke Meksiko, yang
menerapkan kediktatoran. Tujuan awal dari rencana perang Amerika
sebenarnya adalah untuk menduduki Veracruz dan tetangganya, Tampico,
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dan kemudian memblokade pantai timur Meksiko sampai kehormatan
Amerika dipulihkan, atau perubahan rezim terjadi di Meksiko. Setelah
pasukan Amerika mendarat di Veracruz, para pemimpin militer senior dan
penasihat diplomatik Wilson di Meksiko menganjurkan peningkatan tujuan
politik untuk memasukkan pendudukan Mexico City, ada juga pendukung
vokal yang mengadvokasi pendudukan penuh Meksiko. Wilson tidak
sepenuhnya mengikuti saran yang diterimanya. Sebaliknya, ia mengurangi
tujuan perangnya, menghentikan pasukannya di Veracruz dan menarik
pasukan AS dalam beberapa bulan. Wilson melakukan pengekangan
karena oposisi publik Amerika, nilai-nilai pribadinya dipertanyakan publik,
ketakutan resiko permusuhan dengan Meksiko yang disuarakan, dan
kerugian militer yang timbul dalam pertempuran itu. Pendapat
internasional juga tampaknya telah mempengaruhi pemikiran Wilson
ketika anti-Amerikanisme mulai meluas di Amerika Latin. Seperti yang
ditunjukkan Arthur Link, ‘Altogether, it was an unhappy time for a
President and a people who claimed the moral leadership of the world’
(Link 1956, 405).

Pada 1919, koalisi pro-intervensi tumbuh di Amerika Serikat yang
dibangun di atas frustrasi dengan pengekangan kekuasaan atas ekspansi
Amerika Serikat di Mexico oleh Presiden Wilson sebelumnya dan
ketakutan baru terhadap Konstitusi Meksiko 1917, yang memberi rakyat
Meksiko kepemilikan semua sumber daya bawah tanah. Ini berpotensi
membahayakan kepemilikan asing atas tambang dan ladang minyak di
Meksiko. Intervensionis ingin mengubah Meksiko menjadi protektorat
Amerika, atau setidaknya merebut ladang minyak Meksiko. Koalisi ini
menggerakkan negara ke arah intervensi, sementara Wilson terganggu oleh
negosiasi damai di Eropa dan kemudian terbaring di tempat tidur karena
stroke. Jalan menuju intervensi diblokir segera setelah Wilson pulih
kesehatannya, dan cukup kuat untuk mendapatkan kembali komando
agenda kebijakan AS, dan memutuskan ikatan dengan kaum intervensionis.
Wilson memiliki dua alasan utama untuk menghindari jalur kebijakan yang
lebih agresif. Pertama, ia melihat Gedung Kongres (dengan dukungan
beberapa anggota) berusaha menentukan kebijakan luar negeri Amerika
Serikat, yang menurut Wilson tidak konstitusional. Dalam sistem Amerika,
presiden memiliki wewenang untuk melakukan kebijakan luar negeri. Oleh
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karena itu, penegasannya atas kebijakan luar negeri dengan Meksiko
merupakan upaya yang jelas untuk menunjukkan kekuatan kepada Kongres
dalam pembuatan kebijakan. Kedua, Wilson bertekad untuk
mempertahankan kebijakan yang konsisten dengan norma anti-
imperialisme, tetapi juga norma penentuan nasib sendiri (self-
determination), proses di mana suatu negara menentukan nasib negaranya
sendiri, dan memilih bentuk pemerintahannya sendiri. Kedua norma ini
tetap menjadi landasan pokok teori liberal yang berlaku saat ini. Hubungan
AS dengan Meksiko dalam kasus ini menunjukkan bagaimana struktur
institusi domestik dan normatif menahan penggunaan kekuatan kekerasan
untuk meluaskan pendudukan atas Mexico. Pengekangan institusional ini
dapat runtuh, jika suatu masyarakat tidak memiliki budaya politik yang
dijiwai oleh norma-norma liberal. Misalnya, anti-statisme (suatu
kepercayaan bahwa kekuasaan pemerintah harus dibatasi) dan anti-
imperialisme (keyakinan bahwa penaklukan orang asing adalah salah)
adalah norma liberal. Suatu masyarakat yang dipenuhi oleh norma-norma
liberal memiliki tingkat pengekangan tambahan yang melampaui batasan
institusional murni pada kekuasaan negara. Warga negara liberal secara
alami akan menentang tindakan pemerintah yang mengancam kebebasan
individu dan memilih perwakilan (anggota parlemen) yang akan bertindak
berdasarkan preferensi liberal. Pemisahan kekuasaan yang institusional di
Amerika Serikat memungkinkan Wilson untuk menghalangi upaya
intervensi Kongres dan lainnya. Norma liberal anti-imperialisme menahan
ekspansi Amerika melalui mekanisme opini publik dan nilai-nilai pribadi
presiden Amerika Serikat. Institusi dan norma bekerja secara simbiotik.
Pendapat internasional memberi tekanan tambahan pada para pemimpin
politik Amerika karena meningkatnya peluang perdagangan dengan
negara-negara Amerika Latin sepanjang awal 1900-an. Tepat seperti
rincian teori liberal, keuntungan absolut dan peluang yang ditawarkan oleh
perdagangan, bersama dengan preferensi untuk penentuan nasib sendiri dan
tanpa campur tangan, bertindak sebagai pengekangan terhadap
ekspansionisme AS menuju Meksiko dalam periode yang paling imperialis
dalam sejarah dunia ini.
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Kesimpulan

Argumen inti liberalisme adalah, bahwa konsentrasi kekuatan
kekerasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan merupakan ancaman
mendasar terhadap kebebasan individu dan, oleh karenanya, harus
dikendalikan. Sarana utama untuk membatasi kekuasaan adalah institusi
dan norma di tingkat domestik dan internasional. Di tingkat internasional,
lembaga dan organisasi membatasi kekuatan negara dengan membina kerja
sama dan menyediakan cara untuk memberikan konsekuensi (sanksi) pada
negara yang melanggar perjanjian internasional. Institusi ekonomi sangat
efektif dalam membina kerja sama karena manfaat besar yang dapat
diperoleh dari saling ketergantungan ekonomi. Akhirnya, norma-norma
liberal menambahkan pembatasan lebih lanjut pada penggunaan kekuasaan
dengan membentuk pemahaman kita tentang jenis perilaku apa yang sesuai.
Saat ini, jelaslah bahwa liberalisme bukanlah sebuah teori utopi, yang
menggambarkan dunia dengan mimpi perdamaian dan kebahagiaan sejati,
seperti yang pernah dituduhkan. Liberalisme memberikan jawaban
konsisten terhadap realisme, sekaligus berakar kuat dalam bukti dan tradisi
teoretis yang mendalam.
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3
THE ENGLISH SCHOOL?

Yannis A. Stivachtis

The English school meyumbangkan pemikirannya mengenai dasar-
dasar untuk studi sejarah internasional dan dunia, dalam kaitannya dengan
struktur sosial dari tatanan internasional. Tidak seperti banyak teori yang
mengklaim sektor tertentu dari subjek Hubungan Internasional, The
English school menyediakan pendekatan holistik untuk subjek, dan
berusaha untuk melihat dunia secara keseluruhan. Teori English school
dibangun tiga konsep utama, yakni, sistem internasional (internastional
system), masyarakat internasional (international society) dan masyarakat
dunia (world society). Dengan melakukan itu, English School membuka
ruang baru dalam teori HI, dan menawarkan jalan tengah (middle ground)
antara teori realisme dan liberalisme yang bertentangan.

Dasar-Dasar Teori English school

The English school® dibangun dengan 3 (tiga) konsep utama, yakni,
sistem internasional, masyarakat internasional dan masyarakat dunia.

2 The English School sengaja tidak diterjemahkan di sini sebab istilah itu merujuk pada
sebuah nama komunitas ilmuan, dan bukan sebuah frasa (penerjemah)

3 The English school (ES) dianggap sebagai sebuah kerangka teoritis dan empiris yang
mapan, berasal dari akhir 1950-an (Dunne 1998; Waver 1998; Buzan 2001). Robert
Jackson (1992: 271) dengan baik menyimpulkan pemikiran ES dengan melihatnya sebagai
berbagai pertanyaan teoritis yang memahami hubungan internasional sebagai dunia
tidak hanya kekuasaan atau kehati-hatian atau kekayaan atau kemampuan atau
dominasi tetapi juga salah satu pengakuan, asosiasi, keanggotaan, kesetaraan,
kesederajatan, kepentingan yang sah, hak, timbal balik, adat istiadat dan konvensi,
kesepakatan dan ketidaksepakatan, perselisihan, pelanggaran, cedera, kerusakan,
reparasi, dan sisanya adalah kosa kata normatif perilaku manusia. Dua elemen inti
mendefinisikan kekhasan ES, yakni (1) tiga konsep utamanya, dan (2) pendekatan pluralis
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Hedley Bull (1977, 9-10) mendefinisikan bahwa, sistem internasional
terbentuk ‘ketika dua atau lebih negara memiliki kontak yang cukup di
antara mereka, dan memiliki dampak yang cukup pada keputusan satu sama
lain untuk membuat mereka berperilaku sebagai bagian dari keseluruhan
(dalam satu kesatuan)’. Menurut definisi ini, sistem internasional lebih
menekankan pada politik kekuasaan di antara negara-negara Yyang
tindakannya dikondisikan oleh struktur anarki internasional. Menurutnya,
suatu masyarakat internasional ada ketika sekelompok negara yang
berpikiran sama ‘menganggap diri mereka terikat oleh seperangkat aturan
umum dalam hubungan mereka satu sama lain, dan berbagi (share), saling
membantu, dalam kerja-kerja pada lembaga-lembaga umum yang mereka
miliki> (Bull 1977, 13). Dengan kata lain, masyarakat internasional
menekankan tentang penciptaan dan pemeliharaan norma, aturan, dan
lembaga yang dimiliki bersama. Akhirnya, masyarakat dunia lebih
mendasar daripada masyarakat internasional karena ‘unit utama dari
masyarakat besar ini bukanlah negara, ...tetapi manusia individu
seluruhnya’ (Bull 1977, 21). Dengan demikian, masyarakat dunia
melampaui sistem negara dan menjadikan individu, aktor non-negara, dan
akhirnya populasi global sebagai fokus identitas dan pengaturan
masyarakat global. Penting untuk dicatat bahwa, The English school
menggunakan istilah ‘institusi’ di sini berbeda maknanya dengan istilah
‘organisasi’.

Menurut pemikiran English School, ‘institusi’ merujuk pada
praktik jangka panjang di antara negara-negara (seperti diplomasi, hukum,
dan perang) daripada struktur birokrasi internasional (organisasi) yang
mungkin didirikan untuk memfasilitasi interaksi negara. Untuk merujuk
pada organisasi internasional, English School menggunakan istilah
‘pseudo-institutions’ atau ‘secondary institutions’ untuk menunjukkan
bahwa efektivitas organisasi internasional tergantung pada fungsi lembaga
utama masyarakat internasional.

teorinya. Tiga konsep utama adalah: sistem internasional, masyarakat internasional dan
masyarakat dunia (Little 1995: 15-16). Lihat laman
https://www.cambridge.org/core/books/from-international-to-world-society/english-
school-theory-and-its-problems-an-overview/C5BE462214E2D0B6C498800335C61D6A
(penerjemah)
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Perbedaan antara sistem internasional dan masyarakat internasional
membantu kita membedakan pola dan karakter hubungan antara negara-
negara secara individual dan kelompok negara tertentu. Misalnya, secara
historis ada perbedaan mendasar antara jenis hubungan antara negara-
negara Eropa dan jenis hubungan mereka dengan Kekhalifahan Ottoman.
Hubungan antara negara-negara Eropa mencerminkan keberadaan
masyarakat internasional Eropa (ditandai dengan adanya share norm di
antara mereka), sementara hubungan antara negara-negara Eropa dan
Kekhalifahan Ottoman mencerminkan keberadaan sistem internasional
(yang lebih berfokus pada hubungan politik kenegaraan). Dapat pula
dibandingkan bahwa, interaksi antara negara-negara anggota Uni Eropa
mencerminkan keberadaan masyarakat internasional, lain halnya dengan
interaksi  Uni  Eropa itu sendiri dengan Turki (bukan anggota)
menggambarkan interaksi dalam sistem internasional yang lebih luas.
Terlepas dari kegunaannya, perbedaan antara sistem internasional dan
masyarakat internasional mengundang banyak kritik karena dalam sistem
internasional pun orang dapat mengamati keberadaan beberapa aturan dan
pengoperasian beberapa institusi (yang menjadi domain khas suatu
masyarakat internasional-penerjemah). Debat ini telah menghasilkan
penerimaan sebuah premis bahwa sistem internasional merupakan bentuk
lemah atau ‘tipis’ (thin) dari masyarakat internasional.

Sepanjang sejarah, tidak ada sistem atau masyarakat internasional
tunggal. Faktanya, ada beberapa masyarakat internasional regional,
masing-masing dengan aturan dan institusi tersendiri. Semua dibangun di
atas peradaban yang rumit, termasuk agama yang berbeda, sistem
pemerintahan yang berbeda, berbagai jenis hukum dan konsepsi dunia yang
berbeda. Ini, pada gilirannya, menyiratkan bahwa hubungan antara entitas
politik yang merupakan anggota masyarakat internasional regional yang
berbeda tidak dapat dilakukan dengan dasar moral dan hukum yang sama,
karena aturan masing-masing masyarakat regional secara budaya bersifat
khusus dan eksklusif. Tidak ada satu pun perangkat aturan dan lembaga
yang disepakati yang diterapkan melintasi batas-batas dua atau lebih
masyarakat internasional regional. Selain itu, kontak antara sesama
masyarakat internasional regional jauh lebih terbatas daripada kontak
antar-anggota di dalamnya. Dengan demikian, kemunculan masyarakat
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internasional yang benar-benar universal tidak akan mungkin terjadi,
kecuali jika salah satu masyarakat internasional regional dapat
mengembangkan dirinya sendiri sampai taraf yang dapat menggabungkan
semua yang lain menjadi satu masyarakat universal tunggal yang
diorganisir di ke dalam suatu perangkat aturan dan nilai (norma) yang
sama.

Selama abad ketujuh belas dan kedelapan belas, masyarakat
internasional kemudian dianggap sebagai asosiasi istimewa dari negara-
negara Eropa dan negara-negara ‘beradab’ saja, yang memiliki ekspresi
nyata di lembaga-lembaga tertentu seperti hukum internasional, diplomasi
dan keseimbangan kekuasaan. Ada keyakinan bahwa negara-negara dan
para penguasa Eropa terikat oleh aturan perilaku (code of conduct) dalam
berurusan satu sama lain, dan bahwa aturan ini tidak berlaku dalam
berurusan dengan negara atau masyarakat lain. Para Pengacara
internasional (lawyers) abad kesembilan belas mengabadikan dualisme
budaya antara orang Eropa dan non-Eropa dan antara orang-orang yang
‘beradab’ dan ‘tidak beradab’. Perbedaan antara kemanusiaan ‘beradab’
dan ‘barbar’ berarti bahwa negara-negara yang termasuk dalam kategori
mana pun diberikan tahapan pengakuan hukum yang berbeda. Ketika
masyarakat internasional Eropa menyebar ke seluruh dunia, banyak negara
non-Eropa berusaha bergabung dengan masyarakat internasional. Dengan
demikian, negara-negara Eropa perlu mendefinisikan kondisi di mana
entitas politik non-Eropa akan diterima. Hasilnya adalah pembentukan
standar ‘peradaban’, yang mencerminkan norma-norma peradaban Eropa
liberal. Standar peradaban termasuk unsur-unsur seperti jaminan hak asasi
manusia (HAM) dan pemeliharaan sistem hukum domestik yang menjamin
keadilan bagi semua. Dengan demikian, menurut definisi, negara-negara
yang tidak mau atau tidak dapat menjamin hak-hak tersebut tidak dapat
dianggap ‘beradab’. Akibatnya, negara-negara kandidat non-Eropa dinilai
tidak hanya dengan cara mereka melakukan hubungan luar negeri, tetapi
juga dengan bagaimana mereka mengatur diri mereka sendiri secara
domestik. Proses ini juga mengarah pada terciptanya hubungan hierarkis
antara dua kategori baru negara, yakni ‘civilisers’ (pembawa peradaban)
dan ‘civilisees’ (penerima peradaban). Atau dengan kata lain, ‘guru’ dan
‘murid’.
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Sebuah masyarakat internasional baru muncul setelah berakhirnya
Perang Dunia Pertama (1914-1918), ditandai oleh pembentukan Liga
Bangsa-Bangsa pada tahun 1920. Desain yang terakhir untuk masyarakat
internasional global baru menggabungkan hampir semua aturan dan praktik
yang telah dikembangkan dalam masyarakat internasional Eropa, termasuk
hukum dan diplomasi internasionalnya, serta asumsi dasarnya tentang
kedaulatan dan kesetaraan peradilan dari negara-negara yang diakui
sebagai anggota masyarakat yang independen. Dorongan untuk Liga
datang bukan dari Eropa, tetapi dari seorang presiden Amerika, Woodrow
Wilson. Ini sekaligus menandakan perubahan dalam sifat tatanan
internasional. Pecahnya Perang Dunia Kedua pada tahun 1939
mengganggu fungsi Liga dan akibatnya menyebabkan kehancuran
masyarakat internasional yang telah terbentuk. Pendirian Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1945 merupakan ekspresi dari
masyarakat internasional baru. Meski demikian, banyak prinsip dan
struktur yang ditemukan di Liga BB direplikasi ulang oleh PBB.

Sementara itu, standar ‘peradaban’ menghina para perwakilan
peradaban negara-negara non-Eropa karena status hukum istimewa yang
diklaim oleh negara-negara Eropa untuk diri mereka sendiri tidak hanya
berarti pembagian dunia antara negara-negara ‘beradab’ dan ‘tidak
beradab’, tetapi juga mempertahankan hubungan hirarkis antar negara.
Akibatnya, negara-negara non-Eropa dan komunitas-komunitas negara-
negara terjajah mulai berkampanye melawan ‘standar peradaban yang tidak
fair itu’, dan kemudian dihapuskan ketika proses dekolonisasi dimulai. Ini
menandai berakhirnya zaman kolonisasi dan imperialisme.

Munculnya dunia bipolar dari Perang Dingin (1947-1991), ketika
dua negara adidaya membagi dunia menjadi orbitnya masing-masing,
menyebabkan pembagian masyarakat internasional baru yang relatif ‘tipis’
(Ilemah ikatan normanya), menjadi dua sub-global yang ‘lebih tebal’, yakni,
satu yang terikat dengan Amerika Serikat dan satu lainnya beraliansi
dengan Uni Soviet. Akhir Perang Dingin pada tahun 1991 berarti dua hal;
pertama, pembagian masyarakat internasional secara global tidak ada lagi;
dan kedua, seperangkat masyarakat internasional regional dengan berbagai
tingkat ‘ketebalan’ (kekuatan keterikatan norma pergaulan) yang berbeda-
beda secara bertahap muncul dalam batas-batas masyarakat internasional
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secara global (muncul era regionalism dengan ikatan kerjasama yang lebih
kuat-penerjemah). Perdebatan utama dalam English School berkisar pada
pluralisme dan solidarisme. Pluralisme mengacu pada masyarakat
internasional dengan tingkat norma, aturan, dan institusi yang relatif rendah
keterikatannya. Solidarisme mengacu pada jenis masyarakat internasional
dengan tingkat norma, aturan, dan kelembagaan bersama yang relatif
tinggi. Perdebatan pluralis / solidaris pada dasarnya adalah tentang
bagaimana masyarakat internasional berhubungan (negara-negara) dengan
masyarakat dunia (people). Pertanyaan utamanya adalah bagaimana
mengurangi ketegangan antara kebutuhan dan keharusan bertindak
(imperatif) negara dengan kebutuhan dan keharusan bertindak (imperatif)
umat manusia. Ini secara teratur bertentangan baik dalam situasi dunia
nyata maupun dalam teori. Sebagian besar cendekiawan English School
yang terlibat dalam debat ini, mengambil ketegangan antara keharusan
ketertiban dan keadilan sebagai masalah inti yang harus ditangani.

Topik lain yang penting dalam perdebatan kelompok pluralis
dengan solidaris adalah pertanyaan tentang apakah hukum internasional
harus mencakup hukum kodrat atau hukum positif. Hukum kodrat adalah
filosofi yang menganjurkan bahwa hak-hak atau nilai-nilai tertentu melekat
karena sifat manusia, dan dapat dipahami secara universal melalui akal
manusia. Dengan kata lain, hukum kodrat mengacu pada prinsip-prinsip
moral yang tidak berubah dan dianggap sebagai dasar untuk semua perilaku
manusia. Hukum positif, di sisi lain, mengacu pada hukum buatan manusia
dari  komunitas, masyarakat atau negara tertentu. Debat ini
memanifestasikan paling akut antara klaim kedaulatan negara (via
pluralisme) di satu sisi dan gagasan bahwa hak-hak universal berada di
tangan orang-orang (via solidarisme) di sisi lain. Contoh cepat untuk
menunjukkan ini adalah dengan menggunakan kasus Suriah. Pembacaan
pluralis akan menyatakan bahwa meskipun terjadi kekejaman yang
mengerikan sejak 2011 karena negara tersebut telah runtuh dalam perang
saudara yang brutal, Suriah adalah negara berdaulat dan bertanggung jawab
atas wilayah dan rakyatnya sendiri.Posisi solidaris akan menekankan
kewajiban utama untuk melindungi kehidupan manusia dan dibutuhkan
campur tangan PBB dalam perang saudara Suriah. Kedua posisi akan
menyarankan tipe masyarakat internasional yang sangat berbeda.
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Pluralisme dan solidarisme, walaupun tampaknya bertolak
belakang, namun sangat berguna sebagai kerangka prinsip untuk
membingkai perdebatan terkait batasan dan kemungkinan-kemungkinan
bekerjanya sebuah masyarakat internasional. Debat ini sebagian besar
berbicara tentang bagaimana cara terbaik untuk mendamaikan keinginan
dan kebutuhan orang dan negara. Dalam hal ini, English School adalah alat
penting dalam teori HI yang mencoba untuk menemukan keseimbangan
kerja antara bagaimana kekuasaan, kepentingan, dan standar keadilan dan
tanggung jawab beroperasi dalam masyarakat internasional.

The English school dan Uni Eropa

Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua pada tahun 1945, enam
negara Eropa membentuk sistem internasional regional dalam arti bahwa
mereka memiliki ‘kontak yang cukup di antara mereka, dan memiliki
dampak yang cukup pada keputusan satu sama lain untuk membuat mereka
berperilaku sebagai bagian dari keseluruhan’ (Bull 1977, 9-10).
Menerapkan definisi Bull tentang masyarakat internasional, segera sebuah
masyarakat internasional terbentuk dalam arti bahwa ‘mereka menganggap
diri mereka terikat oleh seperangkat aturan umum dalam hubungan mereka
satu sama lain, dan ikut serta dalam kerja institusi bersama’ (Bull 1977) ,
13). Dengan kata lain, negara-negara Eropa yang saat ini dikaitkan dengan
Uni Eropa (UE) menciptakan seperangkat aturan dan lembaga untuk
mengatur dan mengelola urusan mereka. Seiring berjalannya waktu, proses
integrasi memperoleh kekuatan, keluasan dan kedalaman, menghasilkan
pembentukan lembaga-lembaga supranasional (kekuatan hukum yang ada
di luar negara), hukum dan kebijakan. Hal ini, pada gilirannya,
menyebabkan, antara lain, pada penciptaan masyarakat dunia UE yang
menopang masyarakat internasional UE. Pada saat yang sama, undang-
undang dan kebijakan Uni Eropa berupaya mengatur hubungan antara Uni
dengan, baik, negara-negara anggotanya, maupun dengan rakyatnya.
Dengan cara ini, ketegangan antara kebutuhan dan imperatif (keharusan
bertindak) negara dan kebutuhan dan imperatif rakyat, serta ketegangan
antara imperatif ketertiban dan keadilan, yang merupakan inti dari
perdebatan pluralis dan solidarisme, sangat relevan untuk dibahas dalam
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kajian kedua sudut pandang ini. Proses perluasan Uni Eropa dari enam
anggota pada tahun 1951 menjadi 28 pada tahun 2013, tidak jauh berbeda
dengan proses ekspansi historis masyarakat internasional Eropa. Seperti
pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, negara-negara anggota UE harus
menetapkan kondisi di mana mereka akan menerima negara-negara
kandidat. Akibatnya, negara-negara Eropa yang bercita-cita untuk menjadi
anggota Uni Eropa perlu memenuhi kriteria politik dan ekonomi tertentu.
Seperti standar historis ‘peradaban’, kondisi keanggotaan UE adalah
ekspresi dari asumsi yang digunakan untuk membedakan asumsi-asumsi
yang menjadi milik Uni yang berkembang dari yang tidak non Eropa.
Mereka yang memenuhi kondisi politik dan ekonomi yang ditetapkan oleh
negara-negara UE akan diperkenankan untuk bergabung, sementara yang
tidak sesuai dengan standar EU, akan ditolak untuk bergabung dengan UE.
Seperti negara-negara non-Eropa sebelumnya, negara-negara kandidat UE
harus belajar menyesuaikan diri dengan realitas baru, yang bhakan,
kadang-kadang dengan merugikan cukup signifikan untuk masyarakat
negara mereka sendiri.

Kriteria keanggotaan UE mencakup kondisi ekonomi dan politik.
Karena UE memang diawali dibentuk sebagai organisasi ekonomi, artinya,
definisi kondisi ekonomi tertentu yang harus dipenuhi oleh calon anggota
sudah ada sejak awal berdirinya UE. Di sisi lain, perumusan kondisi politik
telah mengalami evolusi yang cukup besar. Pada KTT Kopenhagen pada
Juni 1993, norma dan nilai UE diklarifikasi dengan kriteria berikut:

1. Keanggotaan mensyaratkan bahwa negara kandidat telah mencapai
stabilitas institusi yang menjamin demokrasi, supremasi hukum,
hak asasi manusia, dan penghormatan terhadap perlindungan
minoritas.

2. Keanggotaan membutuhkan keberadaan ekonomi pasar yang
berfungsi serta kapasitas untuk mengatasi tekanan kompetitif dan
kekuatan pasar di dalam UE.

3. Keanggotaan mensyaratkan kemampuan kandidat untuk
mengambil kewajiban keanggotaan termasuk kepatuhan terhadap
tujuan serikat politik, ekonomi dan moneter.
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Potensi UE untuk mempengaruhi pada negara-negara kandidat
bervariasi antara dua tahap besar; pertama, pra-negosiasi (ketika kriteria
Kopenhagen harus dipenuhi sebelum negosiasi dimulai); dan kedua,
negosiasi aktual (ketika kondisi politik dipantau secara teratur). Selama
fase pertama, negosiasi dapat diblokir oleh kegagalan suatu negara untuk
memenuhi kondisi politik, sementara selama fase kedua, negosiasi dapat
terputus atau dihentikan jika negara yang melakukan negosiasi berubah
kondisi politiknya, atau melanggar salah satu dari syarat-syarat kriteria
politik UE. Di sini kasus Turki yang terkatung-katung dalam lamarannya
menjadi anggota UE mulai dapat dipahami, mengingat kekuatan
otoriternya bergeser (erdogan dinilai otoriter oleh para pemimpin Eropa-
penerjemah), dan catatan hak asasi manusia yang bermasalah, yang dapat
menjelaskan mengapa jalannya untuk menjadi anggota tidak terpenuhi
sejak pertama kali diterapkan untuk bergabung pada tahun 1987.

Proses perluasan UE, terus berkembang sehingga meliputi sebagian besar
benua Eropa, menunjukkan bagaimana masyarakat internasional regional
yang ‘tebal’ berkembang ke luar, secara bertahap mengubah sistem
internasional yang jauh lebih luas di mana ia tertanam ke dalam masyarakat
internasional. Tetapi, seperti disebutkan sebelumnya, sistem internasional
itu sendiri mewakili bentuk ‘tipis’ masyarakat internasional. Namun,
proses ekspansi tidak berakhir dengan masuknya negara kandidat ke Uni
Eropa. Faktanya, unsur-unsur keteraturan yang ada di UE dan yang terkait
dengan masyarakat internasional dan masyarakat dunia diekspor di luar
batas-batas Uni Eropa dengan tiga cara tambahan. Pertama, negara-negara
yang terletak di sekitar perbatasan UE didorong untuk mengadopsi norma
dan praktik yang sesuai dengan norma Uni Eropa. Kedua, untuk mengakses
bantuan kemanusiaan atau bantuan pembangunan, maka negara-negara
harus memenuhi kondisi politik dan ekonomi tertentu yang mencerminkan
norma dan nilai UE. Ketiga, meminta mitra dagang UE untuk mematuhi
norma, aturan, dan praktik tertentu telah menjadi persyaratan UE yang telah
membentuk kebijakan perdagangan Uni Eropa dan hubungannya dengan
negara-negara eksternal.Jika studi perluasan UE penting untuk memahami
bagaimana masyarakat internasional regional berkembang ke luar, dengan
demikian secara perlahan mengubah sistem internasional yang lebih luas di
mana mereka berada, ke dalam masyarakat internasional. Penelitian
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tentang apa yang terjadi pada mereka jika mereka berkontraksi satu sama
lain, tentu sangat menarik dilakukan. Misalnya, apa yang akan terjadi pada
masyarakat internasional regional UE sebagai akibat dari ‘Brexit” (Inggris
meninggalkan Uni Eropa) dan kemungkinan bahwa negara-negara lain
juga akan pergi? Ada dua kemungkinan. Pertama, jika anggota inti dari
masyarakat internasional regional (UE) pergi, maka masyarakat ini
mungkin secara bertahap berubah menjadi masyarakat internasional yang
‘lebih tipis’ (kendor ikatan normanya), yang setara dengan sistem
internasional. Kedua, masyarakat internasional regional dapat terus ada,
tetapi negara-negara yang meninggalkan masyarakat ini akan pindah ke
sistem internasional yang lebih luas di mana masyarakat internasional
regional juga terlibat. Misalnya, terlepas dari Brexit, masyarakat
internasional regional UE akan terus ada, tetapi Inggris akan pindah ke
sistem internasional yang lebih luas di mana masyarakat internasional
regional UE sama-sama berada (PBB, misalnya). Tetapi, jika negara
anggota UE lainnya mengikuti jalur yang sama, maka masyarakat
internasional regional UE secara bertahap akan berubah menjadi
masyarakat internasional yang °‘lebih tipis lagi’ (dan semakin lemah
ikatannya). Jika negara-negara anggota UE tidak bersatu untuk
menghadapi tantangan-tantangannya (yang Brexit hanya satu), mungkin
kita dapat secara bertahap melihat penurunan ‘ketebalan” UE (atau
melemahnya UE), yang berakibat pada terjadinya pergeseran dari ujung
spektrum masyarakat dunia ke ujung spektrum sistem internasional (the
world society end of spectrum to the international system end of spectrum).

Kesimpulan

Dua perdebatan penting telah terjadi di English School. Pertama,
apakah perbedaan antara sistem internasional dan masyarakat internasional
itu valid, dan, jika ya, maka di mana garis batas antara dua bentuk tatanan
internasional itu letak persisnya. Yang kedua beralih pada pemahaman
pluralis versus solidarisme, dan hubungan antara masyarakat internasional
dan masyarakat dunia. Debat pertama menghasilkan penerimaan premis
bahwa sistem internasional merupakan bentuk lemah/tipis dari masyarakat
internasional. Meskipun perdebatan pluralis dan solidarisme masih
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berlangsung, orang harus mengakui bahwa perubahan tertentu dalam
masyarakat internasional (misalnya pergeseran dari dunia perang
berkepanjangan sebelum tahun 1945 ke perdamaian dunia secara relatif
pasca-1945), disertai dengan beberapa perkembangan penting lainnya di
masyarakat dunia. Misalnya, ada tuntutan yang meningkat a